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Abstrak
 

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah menggunakan

instrument fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip

keadilan bagi rakyat. Instrumen fiskal dimaksud antara lain melalui pengelolaan investasi Pemerintah pusat

yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya yang berguna

untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun dalam

tatanan pengelolaan investasi, Pemerintah perlu memberdayakan semua sumberdaya yang potensial dan

memiliki expertise dalam melaksanakan investasi seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah dan badan hukum lainnya berupa Lembaga sui generis sebagai badan hukum publik atau bahkan

yang berbentuk sovereign wealth fund. Dalam konsepsi hukum keuangan publik yang tertuang dalam

berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai

Bendahara Umum Negara berwenang untuk menatausahakan investasi Pemerintah berupa investasi jangka

Panjang non permanen yang dilaksanakan dalam bentuk saham, surat berharga, dan investasi langsung.

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya sebagai agen

investasi Pemerintah pusat sangatlah krusial mengingat institusi-institusi privat dan publik tersebut memiliki

sumberdaya yang sangat potensial dalam melaksanakan investasi Pemerintah yang diharapkan akan

memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang bukan hanya sekedar

mencari keuntungan tapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan

berkesinambungan.

Kaidah hukum keuangan publik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai investasi Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjembatani pelaksanan investasi dari sudut

pandang hukum privat yang dipedomani oleh BUMN dan BUMD dan pelaksanaan investasi dari sudut

pandang hukum publik yang sektoral yang dipedomani oleh badan hukum lainnya.

......In order to achieve the goal of the state to achieve general welfare, the Government uses fiscal

instruments to achieve sustainable economic growth and fulfill the principle of justice for the people. The

fiscal instruments referred to include, among others, the management of central government investments

aimed at obtaining economic benefits, social benefits and other benefits that are useful for the prosperity of

the people and also to support national economic growth. In terms of investment management, the

Government needs to empower all potential resources and have expertise in carrying out investments such as

State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities in the form of Sui Generis

Institutions as public legal entities or even in the form of sovereign wealth funds.

In the legal conception of public finance as contained in various laws and regulations in the field of state
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finance law, the Minister of Finance as the State General Treasurer is authorized to administer Government

investment in the form of long-term non-permanent investments carried out in the form of shares, securities,

and direct investments. The appointment of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and

other legal entities as investment agents for the Central Government is very crucial considering that these

private and public institutions have very potential resources in carrying out Government investments which

are expected to contribute or provide economic, social and economic benefits. others who are not only

looking for profit but can also encourage optimal and sustainable national economic growth.

The legal rules of public finance contained in the laws and regulations governing government investment are

very important in bridging the implementation of investment from a private law perspective guided by

BUMN and BUMD and investment implementation from a sectoral public law point of view guided by

other legal entities.


